PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 96 TAHUN 2006
TENTANG
TUNJANGAN DAN HAK- HAK LAI NNYA BAG HAKIM AD HOC
PADA PENGADI LAN HUBUNGAN | NDUSTRI AL

DENGAN RAHVAT TUHAN ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni mbang :

bahwa untuk mnel aksanakan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nonor 2
Tahun 2004 tentang Penyel esai an Perselisi han Hubungan | ndustri al
perl u nenetapkan Peraturan Presiden tentang Tunjangan dan Hak- Hak
Lai nnya bagi Haki m Ad Hoc pada Pengadi | an Hubungan | ndustri al ;

Mengi ngat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nonmor 2 Tahun 2004 tentang Penyel esai an
Persel i si han Hubungan Industrial (Lenbaran Negara Republik
| ndonesia Tahun 2004 Nonmor 6, Tanbahan Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesi a Nonor 4356);

MVEMUTUSKAN:

Menet apkan:
PERATURAN PRESI DEN TENTANG TUNJANGAN DAN HAK- HAK LAI NNYA BAQ
HAKI M AD HOC PADA PENGADI LAN HUBUNGAN | NDUSTRI AL

Pasal 1

Dal am Peraturan Presiden ini yang di naksud dengan :

1. Hakim Ad Hoc adal ah Hakim Ad Hoc pada Pengadil an Hubungan
| ndustrial dan Haki m Ad Hoc pada Mahkamah Agung.

2. Tunj angan adal ah tunjangan jabatan yang diberikan kepada
Haki m Ad Hoc Pengadil an Hubungan Industrial pada Pengadil an
Negeri dan Mahkanah Agung.

3. Hak- hak Lai nnya adal ah hak yang nmenyangkut kesej ahteraan yang
di beri kan kepada Haki m Ad Hoc Pengadil an Hubungan I ndustria
pada Pengadi | an Negeri dan Mahkamah Agung.

Pasal 2

Kepada Haki m Ad Hoc Pengadi |l an Hubungan | ndustrial pada Pengadil an
Negeri dan Mahkanmah Agung di beri kan tunjangan setiap bul an.

Pasal 3

Besarnya tunjangan bagi setiap Hakim Ad Hoc Pengadil an Hubungan
| ndustrial sebagai mana di maksud dalam Pasal 2 adalah sebagai
beri kut :

a. Pada Pengadi |l an Negeri sebesar Rp. 3.750.000, 00, -

b. Pada Mahkamah Agung sebesar Rp. 7.500. 000, 00, -



Pasal 4

Tunj angan sebagai mana di maksud dalam Pasal 3 termasuk pajak
penghasi | an sesuai dengan ket entuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 5

(1) Hak-hak | ainnya yang di beri kan kepada Haki m Ad Hoc Pengadi | an
Hubungan I ndustrial pada Pengadi |l an Negeri dan Mahkamah Agung
adal ah berupa fasilitas transportasi dan akonodasi .

(2) Besarnya biaya transportasi dan akonodasi sebagai mana
di mmksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan ketentuan
perjal anan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipi
gol ongan 1| V.

Pasal 6

Tunjangan Hakim Ad Hoc berdasarkan Peraturan Presiden ini
di beri kan terhitung sejak yang bersangkutan dilanti k sebagai Haki m
Ad Hoc pada Pengadi | an Hubungan Industri al .

Pasal 7

(1) Kepada Haki m Karier yang ditugaskan pada Pengadi| an Hubungan
I ndustrial di Pengadilan Negeri diberikan tanmbahan tunjangan
sebesar selisih tunjangan Hakim Ad Hoc dengan tunjangan
jabatan Hakim vyang diterinmanya berdasarkan peraturan
per undang. undangan.

(2) Penberian tanbahan tunjangan bagi Haki m Kari er pada
Pengadi | an Hubungan I ndustri al di Pengadi | an Neger i
sebagai mana di maksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan
sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Haki m Pengadil an
Hubungan I ndustri al .

Pasal 8
Ketentuan | ebih [anjut yang diperlukan bagi pel aksanaan Perat uran
Presiden ini ditetapkan ol eh Menteri Keuangan, Sekretaris Mahkamah
Agung, dan Kepala Badan Kepegawai an Negar a, bai k secara
ber sama- sama nmaupun sendiri-sendiri sesuai dengari bidang tugasnya
masi ng- masi ng.

Pasal 9
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desenber 2006

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.
DR H. SUSI LO BAMBANG YUDHOYONO






